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ADNAN (B111 12 174 ), Uji Solvabilitas Dalam Perkara Kepailitan 
Sebagai Wujud Asas Kelangsungan usaha dibimbing oleh Bapak 
Anwar Borahima selaku pembimbing I dan Ibu Nurfaidah Said 
pembimbing II. 
 
Urgensi penerapan uji solvabilitas dalam perkara kepailitan yaitu 
untuk mengetahui debitor mana yang masih sanggup dan tidak membayar 
utangnya dan debitor mana yang memiliki itikad baik untuk membayar 
utangnya atau untuk membedakan debitor mana yang tidak mampu dan 
debitor mana yang tidak mau membayar utangnya. Pengujian solvabilitas 
dapat menilai aset dan keuntungan yang akan datang dari debitor, 
sehingga uji solvabilitas penting untuk menghindarkan debitor yang 
memiliki potensi membayar utang dari putusan pailit. Uji solvabilitas juga 
penting guna menghindarkan debitor dari kreditor yang beritikad tidak baik 
yang memanfaatkan putusan pailit untuk menguasai aset tertentu dari 
debitor. 
Penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan 
masih hanya didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, penerapan uji solvabilitas sebagai bentuk asas 
kelangsungan usaha belum diterapkan dalam persidangan di pengadilan 
niaga. Asas kelangsungan usaha masih dinilai dalam bentuk pemberian 
kesempatan PKPU terhadap debitur dan kreditor. Namun syarat dari 
pemberian PKPU itu sendiri tidak mencantumkan adanya uji solvabilitas. 
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A. Latar Belakang  
Sampai hari ini Indonesia telah melakukan dua kali penggantian 
Undang-Undang Kepailitan. Pertama, Faillissements Verordening 
(Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348) yang tetap 
berlaku sampai dengan tahun 1998. Kemudian lahir Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 
Kepailitan) menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.1 
Tujuan UU Kepailitan yang pada awalnya untuk melikuidasi harta 
kekayaan milik debitor untuk keuntungan para kreditornya, dalam 
perkembangannya mengalami perubahan. UU Kepailitan menjadi 
instrumen penting untuk mereorganisasi usaha debitor ketika mengalami 
kesulitan keuangan. Hal ini berlaku terhadap kepailitan perusahaan 
(corporate insolvency).2 Sedangkan tujuan UU Kepailitan yaitu untuk 
melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas 
yang menjamin hak-hak kreditor dengan kekayaan debitor. Untuk itulah 
                                                     
1 Siti Anisah, Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam 
Hukum Kepailitan,Yogyakarta: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16, 
2009, hlm. 31. 





dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitor 
atau disebut juga eksekusi kolektif. 
Suatu eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua 
kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Sitaan 
umum bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan 
perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. 
Perlindungan terhadap kreditor lainnya dalam UU Kepailitan ialah adanya 
ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitor, 
sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang 
dilakukan oleh para kreditor.3 
Terlepas dari ketatnya perlindungan terhadap kreditor, UU 
Kepailitan juga dibangun di atas asas kelangsungan usaha. Asas ini 
melahirkan ketentuan dalam UU Kepailitan yang memungkinkan usaha 
atau perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan dan sebagai 
penyeleksi usaha-usaha yang masih solven untuk tetap dipertahankan. 
Apabila disimak maksud dari asas kelangsungan usaha, maka dapat 
ditafsirkan bahwa setelah pernyataan pailit dilakukan, suatu perusahaan 
masih mungkin untuk tetap meneruskan usahanya dengan izin dan 
pengawasan kurator, jika memang usaha tersebut dianggap prospektif 
dan memberi keuntungan, sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat 
dipergunakan untuk melunasi utang. Asas kelangsungan usaha ini 
                                                     





diwujudkan dengan adanya ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU). 
PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah 
kepailitan. Apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan 
tercapai perdamaian, maka debitor akan terhindar dari kepailitan.4 Pada 
dasarnya, pemberian PKPU kepada debitor dimaksudkan agar debitor 
mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik 
berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun 
sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan 
ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan 
bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-
utangnya agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit.5 
Namun PKPU juga dapat diakhiri, begitu pula suatu perdamaian 
yang telah tercapai antara kreditor dan debitor dapat dibatalkan.6 
Berdasarkan Pasal 178 Ayat (1) UU Kepailitan yang merumuskan: 
Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana 
perdamaian rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, 
atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit 
berada dalam keadaan insolvensi. 
 
                                                     
4 Lihat Pasal 217 ayat (3) UU Kepailitan. 
5 Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendro Saptono, Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU 
Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 
28/PKPU/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.), Semarang: Diponegoro Law Review Vol. 1 No. 4, 2012, hlm. 3. 
6 R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang: Sebagai Upaya 





Berdasarkan ketentuan ini, insolvensi terjadi jika tidak terjadi perdamaian 
dan demi hukum harta pailit debitor berada dalam keadaan tidak mampu 
membayar seluruh utang yang wajib dibayar 
Untuk menentukan apakah seseorang debitor dalam kondisi 
insolvensi pembuktiannya dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit, yaitu 
pada saat verifikasi utang pada rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim 
Pengawas, metode pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan 
prinsip persangkaan yaitu jika dalam rapat kreditor tersebut debitor tidak 
mengajukan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang 
diajukannya ditolak. Dalam kondisi ini debitor dipersangkakan telah 
berada dalam keadaan insolvensi. 
Kelemahan UU Kepailitan dan PKPU yang tidak menerapkan 
metode insolvensi test dalam pemeriksaan perkara kepailitan tersebut 
menimbulkan ketidakadilan khususnya terhadap debitor yang beritikad 
baik, jika tetap dibiarkan kreditor-kreditor dengan tagihan kecil leluasa 
“mengganggu” solvabilitas usaha yang secara akuntansi masih sehat dan 
prospektif, tetapi secara hukum dinyatakan bangkrut, mau atau tidak mau 
akan timbul biaya-biaya kepailitan yang tidak perlu yang justru akan 
mengganggu financial cash flow usaha tersebut. 
Kejadian ini pernah dialami terhadap dua perusahaan asuransi besar 
yaitu PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam Putusan No. 
10/Pailit/PN. Jakpus/2000 dan Putusan No. 13/Pailit/PN.Jakpus/2004 





perusahaan-perusahaan yang asetnya lebih besar dari utang yang 
dijadikan dasar permohonan pailit tetapi menurut pandangan Majelis 
Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara hukum keduanya 
memenuhi syarat untuk dipailitkan, di tingkat kasasi putusan ini dibatalkan 
namun alasan pembatalannya juga bukan karena alasan tidak 
diterapkannya uji solvabilitas oleh Hakim dalam menjatuhkan pernyataan 
pailit terhadap dua perusahaan itu, akan tetapi alasan pembatalan adalah 
karena tidak dipenuhinya legal standing pemohon kepailitan, yaitu bahwa 
pemohon pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat 
diajukan oleh Menteri Keuangan. 
Kasus lain yang cukup menghebohkan adalah pernyataan pailit 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 
48/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pusat terhadap PT Telkomsel yang memiliki 
aset diatas 120 trilyun atas dasar permohonan pailit debitornya yang 
memiliki tagihan sebesar Rp. 5.260.000.000, (lima milyar dua ratus enam 
puluh juta rupiah), di tingkat kasasi putusan ini dibatalkan Mahkamah 
Agung dalam Putusan MARI No. 704K/Pdt.Sus/2012 dengan alasan 
bahwa utang yang dijadikan dasar pengajuan pailit bukan utang yang 
bersifat sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan.7 
Dari kasus kepailitan PT Telkomsel, akibat hukum yang timbul yang 
harus dipertanggung jawabkan kepada debitor pailit adalah munculnya 
                                                     





biaya kepailitan dan fee kurator yang mencapai hingga 146 milyar rupiah 
atau hampir 20 kali lipat lebih besar daripada utangnya.8 
Secara ekonomis, dari contoh-contoh di atas, maka besarnya biaya 
tak terduga yang sebenarnya tidak perlu terjadi (unexpected cost) yang 
harus dikeluarkan oleh pihak debitor akibat tidak adanya mekanisme uji 
solvabilitas sebelum putusan pailit dijatuhkan Hakim.  
Sejatinya debitur pada saat proses kepailitan maupun rapat kreditor 
pada saat PKPU dapat menggunakan haknya untuk menghindari 
kepailitan dirinya yaitu dengan cara membuktikan bahwa dirinya masih 
solven. Uji solvabilitas adalah uji kemampuan debitor untuk membayar 
seluruh utang-utangnya, debitor dapat meminta untuk diuji demi 
menentukan apakah debitor pantas diberi kesempatan untuk melakukan 
restrukturisasi utang atau tidak, atau pantas dipailitkan atau tidak. 
Seorang debitor dianggap insolven apabila jumlah utangnya lebih besar 
berdasarkan penilaian wajar terhadap jumlah modal perusahaan. 
Pengujian solvabilitas menurut perhitungan yang wajar secara normatif 
belum diatur dalam UU Kepailitan. Inilah alasan penulis mengangkat suatu 
penelitian terkait urgensi dan penerapan pengujian perhitungan wajar 
                                                     
8 Menurut Keputusan Menkeh No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman imbalan Jasa 
bagi Kurator dan Pengurus maksimal adalah sebesar 10% dalam hal pailit dibatalkan biaya 
kepailitan dibebankan kepada Debitor, ketentuan ini pernah diubah dengan Permenkumham No. 
1 tahun 2013 tentang Pedoman imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus dan merubah besarnya 
imbalan jasa Kurator dan Pengurus maksimum sebesar 8% dalam hal kepailitan dibatalkan maka 
biaya dibebankan kepada pemohon pailit, namun ketentuan ini diajukan judicial review dirubah 
lagi mengembalikan ketentuan pembebanan biaya kepailitan kepada kewenangan Hakim sesuai 





solvabilitas dalam perkara kepailitan. Mengingat pengujian ini merupakan 
bagian dari wujud asas kelangsungan usaha. 
B  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang di atas, 
maka penulis merumuskan masalah yang perlu dikaji lebih mendalam 
dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Apa urgensi penerapan uji solvabilitas dalam perkara kepailitan ? 
2. Bagaimana penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara 
kepailitan ?  
C. Tujuan Penelitian 
 Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, 
sedangkan tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian ini antara lain 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui urgensi penerapan uji solvabilitas dalam perkara 
kepailitan. 
2. Untuk mengetahui penerapan asas kelangsungan usaha dalam 
perkara kepailitan. 
D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini tentunya  akan memiliki kegunaan, baik secara 
teoretis maupun secara praktis sebagai berikut : 
1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 





berguna untuk memperkaya bahan kajian guna pengembangan 
ilmu hukum, khususnya tetang ilmu hukum kepailitan di Indonesia. 
2. Secara praksis, penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu 
referensi atau pedoman bagi hakim atau praktisi hukum kepailitan 
Indonesia dalam menangani atau penyelesaian perkara Kepailitan 
dan PKPU di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah 
penerapan uji solvabilitas dalam praktik penyelesaian perkara 























A. Pengertian kepailitan 
Istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah pailit dalam kamus 
Bahasa Indonesia berarti jatuh; bangkrut dan jatuh miskin.9 Dalam bahasa 
Perancis menggunakan istillah le failli artinya orang yang mogok atau 
berhenti membayar.10 Untuk arti yang sama didalam bahasa Belanda 
dipergunakan istilah failliet.11 Istilah dalam bahasa Inggris disebut to fail 
artinya gagal. Adapun di negara-negara yang berbahasa Inggris, lebih di 
kenal istilah bankrupt dan bangkruptcy.12 
Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh 
kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai 
vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum 
atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari 
sejauh mungkin. Kepailitan secara apriori13 dianggap sebagai kegagalan 
                                                     
9Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indoneisa, Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008, hlm. 1104. 
10Rahmadi Usman, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 11. 
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Grafindo Persada, 2001, hlm. 26. 
12Rahmadi Usman, Loc. Cit. 
13 Apriori yang dimaksud disini adalah pengetahuan mutlak atau utama yang tidak didasarkan 





yang disebabkan oleh kesalahan dari debitor dalam menjalankan 
usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar.14 
Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu 
untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari 
para keditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan 
oleh kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah 
mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan 
pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor 
pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.15  
Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta 
kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan 
semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).16 
Menurut Anton Suyatno kepailitan adalah sita umum yang 
mencakup seluruh kekayaan debitor (aglemen beslag) untuk semua 
kreditornya.17Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan 
disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang 
yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivitasnya 
atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-
hutangnya.18 
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17R. Anton Suyatno, Op. Cit., hlm. 1. 
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Di dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, 
Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.19 
Sejalan dengan pengertian dalam Pasal 1 Ayat (1) di atas, Munir 
Fuady mengatakan: kepailitan atau bangkrut itu adalah suatu sitaan 
umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara para 
kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara 
kreditor.20 Kemudian Subekti juga mendefinisikan, bahwa kepailitan 
adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi 
semua orang berpiutang secara adil.21 
Sedangkan, pengertian kepailitan oleh ISDA (Internasional Swaps 
and Derivatives Association) adalah terjadinya salah satu kejadian-
kejadian berikut ini; 22 
a. Perusahaan yang mengeluarkan surat utang berhenti 
membayar (pailit). 
b. Perusahaan tidak solvent atau tidak mampu membayar utang. 
c. Timbulnya tuntutan kepailitan. 
d. Proses kepailitan sedang terjadi. 
e. Telah ditunjuknya receivership. 
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f. Dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga. 
 
B. Tujuan Kepailitan 
Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa tujuan dari hukum 
kepailitan adalah sebagai berikut:23 
a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka 
sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta 
debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada 
atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi 
perikatan debitor yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur 
untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap 
debitor. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin 
dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan 
saling rebut diantara kreditor terhadap harta debitor berkenaan 
dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang 
Kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat 
bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.  
b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan 
seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki 
kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta 
kekayaannya. 
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c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan 
seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki 
kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta 
kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari 
harta kekayaan debitor menjadi harta pailit. 
d. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para 
kreditor sesuai dengan asas pari passu prorata parte membagi 
secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor 
Konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan 
besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum 
Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata. 
e. Hukum kepailitan Amerika Serikat memberikan perlindungan 
kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan 
cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan 
Amerika, seorang debitor perorangan (individual debitor) akan 
dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan 
pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun 
nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator 
tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para 






f. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah 
mengakibatkan  perusahaan mengalami keadaan keuangan yang 
buruk, sehingga perusahaan mengalami keadaan  insolvensi dan 
dinyatakan pailit oleh pengadilan. 
g. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para kreditornya 
untuk berunding  dan membuat kesepakatan mengenai 
restrukturisasi utang-utang debitur. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kepailitan dimaksudkan 
sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan. Kepailitan 
merupakan pengelaborasian dari prinsip commercial exit from financial 
distress.24   
Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang 
kepailitan diantaranya Faillissements verordening, Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, UU No. 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan PKPU telah menentukan bahwa permohonan pernyataan 
pailit dapat dilakukan atas permintaan debitor maupun atas permintaan 
kreditornya. Namun ketiga undang-undang kepailitan ini tidak 
membedakan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor individu atau 
perusahaan.25 Padahal tujuan dan manfaat hukum kepailitan 
perseorangan dan perusahaan berbeda. Tujuan dan manfaat hukum 
kepailitan perseorangan adalah pembagian yang adil harta pailit debitor di 
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antara para kreditornya dan memberi kesempatan bagi debitor insolven 
untuk memperoleh fresh start.26 Di sisi lain, tujuan dan manfaat hukum 
kepailitan perusahaan adalah memperbaiki atau memulihkan perusahaan 
guna memeroleh keuntungan dalam perdagangan, memaksimalkan 
pengembalian tagihan para kreditor, menyusun tagihan kreditor, dan 
identifikasi penyebab kegagalan perusahaan serta menerapkan sanksi 
terhadap manajemen yang menyebabkan kepailitan.27 
 
C. Asas-asas Hukum Kepailitan 
Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai 
fungsi penting sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH 
Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab 
debitor terhadap hutang-hutangnya.28 
Berdasarkan Pasal 1131 “Segala kebendaan si berutang, baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 
akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatannya perseorangan”.29 Pasal 1132 “kebendaan tersebut menjadi 
jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; 
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut 
keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing 
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27Siti Anisah, Op. Cit., hlm. 127. 
28Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, edisi Revisi, Malang: UMM Press, 2008. Hlm. 14. 





kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 
didahulukan”. 
Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian 
kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi dengan 
jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih 
akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini 
merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas 
transaksi-transaksi yang telah diadakan. 
Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya 
mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:30 
1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya 
bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap akan 
bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua 
kreditor-kreditornya. 
2. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan 
eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. 
Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam faillisement 
verordening (Fv) maupun undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang 
Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada undang-undang Nomor 
37 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya merumuskan bahwa 
                                                     





keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas 
kepailitan yakni:31 
1. Asas keseimbangan  
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 
perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu satu pihak terdapat 
ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata 
dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Pada pihak lain 
terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 
pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. 
2. Asas kelangsungan  usaha  
Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan 
perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 
3. Asas keadilan 
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa 
ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi 
para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah 
terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan 
pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor dengan 
tidak memperdulikan kreditor lainnya. 
4. Asas integrasi 
Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian 
bahwa sistem hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan 
                                                     





yang utuh dari sistem hukum perdata  dan hukum acara perdata 
nasional. 
 
D. Asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan dan 
penundaan kewajiban pembayaran utang 
  Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum 
dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.32 Sebagai 
asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-
undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses 
penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas 
kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan 
pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian 
sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran.33 
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya 
dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci makna asas 
kelangsungan usaha. Dalam Penjelasan umum secara singkat 
dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap 
dilangsungkan. Untuk mengetahui lebih luas dan jelas asas 
kelangsungan usaha, maka perlu melakukan pengkajian secara lebih 
dalam.34 
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Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya 
mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya 
dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha 
diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para 
tenaga kerja, para pemasok , masyarakat maupun negara.35 
Penilaian etis ini juga didasarkan tradisi diantara pelaku bisnis 
dalam cara menyelesaikan sengketa. Kedudukan kreditor yang dapat 
berganti posisi sebagai debitor dalam perjanjian ataupun perikatan 
lainnya memerlukan perlakuan yang standar manakala debitor 
mengalami kesulitan keuangan, dengan demikian perlu ditetapkan 
standar toleransi yang akan melindungi debitor yang mengalami 
kesulitan keuangan. Bentuk yang telah lazim adalah penundaan 
pembayaran atau bahkan pembebasan utang.36 
Dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat 
terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan 
memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh 
kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat 
melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui 
syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberiaan 
penundaan pembayaran yang di implementasikan dalam bentuk 
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kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor 
dapat melakukan restrukturisasi utang.37 
Mengenai dengan hal tersebut Munir Fuady menyatakan bahwa 
program-program restrukturisasi utang antara lain :38 
1. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah 
jatuh tempo;  
2. Haircut, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga; 
3. Pengurangan tingkat suku bunga; 
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;  
5. Konversi utang kepada saham; 
6. Debt forgiveness (pembebasan utang); 
7. Bailout, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya 
pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah; 
8. Write-off, yakni penghapusbukuan utang-utang.  
Harapan-harapan yang sedemikian besar ditujukan terhadap 
eksistensi kelangsungan usaha. Secara nyata kelangsungan usaha 
berpotensi memberikan nilai tambah berupa laba yang pada gilirannya 
didistribusikan untuk membiayai perusahaan, dibagikan kepada tenaga 
kerja sebagai upah, sebagai penerimaan negara berupa pajak maupun 
membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Secara lebih rinci dapat digambarkan sumber keuntungan 
(profit) oleh perusahaan adalah sebagai berikut ; a) untuk mendesaian 
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produk-produk yang lebih baik sesuai dengan keinginan pelanggan, b) 
membayar upah dan keuntungan yang adil kepada para pegawainya, c) 
membayar para pemasok dengan harga yang pantas dengan jangka 
waktu yang layak, d) mendanai kegiatan yang berkenaan dengan 
tanggung jawab sosial perusahaan, dan e) membayar para direksi dan 
pemegang saham perusahaan atas penggunaan modal mereka.39 
Kegiatan usaha dalam skala yang lebih luas, secara makro dapat 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang biasanya 
diukur dengan kenaikan pendapatan domestic bruto (PDB) dari waktu ke 
waktu, atau kenaikan pendapatan domestic bruto perorangan dari 
populasi yang mencerminkan pengaruhnya terhadap standar hidup 
masyarakat. Sebaliknya terhentinya usaha dapat berdampak negatif 
terhadap kondisi finansial perusahaan. Problem finansial yang berat, 
manakala perusahaan harus melaksanakan kewajiban untuk 
mengembalikan pinjaman kepada pihak lain. Kalau kekayaan perusahaan 
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E. Syarat-syarat dinyatakan pailit 
1. Syarat dinyatakan Pailit berdasarkan Faillissement 
Verordening 
Dalam Faillisement Verordening Stb. 1905 Nomor 217 jo Stb. 1906 
Nomor 248, syarat kepailitan dirumuskan sebagai debitor dalam 
“keadaan berhenti membayar”. Secara lengkap syarat ini dapat dibaca 
dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) F.v “Setiap 
yang berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar 
baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau 
lebih kreditornya dengan keputusan Hakim dinyatakan pailit“.41 
Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa untuk menyatakan pailit 
seorang debitor terlebih dulu harus dibuktikan bahwa debitor dalam 
keadaan insolven. Dalam praksis penerapan ketentuan Pasal 1 Ayat 
(1) Fv ini sungguh tidak mudah membuktikannya karena undang-
undang tidak memberikan penjelasan yang cukup bagaimana 
mekanisme pembuktian adanya insolvensi ini dan dengan metode apa 
untuk membuktikan debitor telah insolven, sehingga pada akhirnya 
hukum kepailitan peninggalan Belanda ini jarang digunakan untuk 
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2. Syarat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998 Tentang Kepailitan 
Pasal 1 angka 1 menetapkan “debitor yang mempunyai dua atau 
lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah 
jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan 
Pengadilan baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas 
permintaan seorang atau lebih kreditornya.42 Berdasarkan ketentuan 
ini, syarat dinyatakan pailit hanya dirumuskan debitor dalam “keadaan 
tidak membayar” satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 
tidak perlu lagi dibuktikan apakah debitor dalam keadaan solven atau 
memang sudah insolven juga tidak diperlukan syarat berapa jumlah 
utangnya asalkan debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan salah 
satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan oleh Pengadilan 
Niaga debitor dapat dinyatakan pailit. 
 
3. Syarat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang  
Dinamika peraturan kepailitan di Indonesia terus terjadi, UU No. 37 
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU lebih tegas merumuskan 
syarat pailit yaitu “keadaan tidak membayar lunas” artinya bahwa 
undang-undang ini tidak lagi mendasarkan pernyataan pailit pada 
                                                     





doktrin insolvency test tetapi didasarkan pada persangkan undang-
undang (presumption of law).43 
Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit 
terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang merumuskan bahwa debitor 
yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas 
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas 
permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih 
kreditornya.44 
Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan 
Pasal 2 Ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Syarat  adanya dua kreditor atau lebih (concursus creditorium) 
Adanya persyaratan concursus creditorium adalah sebagai 
bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 Burgerlijk 
Wetboek dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas 
semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat 
verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau accoord, 
dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk 
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kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor 
sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.45 
Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi 
Undang-Undang Kepailitan kehilangan raison d’etre-nya. Bila debitor 
hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor 
otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan 
tidak diperlukan pembagian secara pari passu pro rata parte, dan 
terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai 
satu kreditor.46 
Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas 
mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau 
lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula 
hukum acara perdata, maka Pasal 116 HIR berlaku dalam hal ini. 
Pasal 116 HIR atau Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek menegaskan 
bahwa beban wajib bukti (burden of proof) dipakai oleh pemohon atau 
penggugat untuk membuktikan diri (posita) gugatannya,47 maka sesuai 
dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon 
pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai 
dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh 
undang-undang kepailitan.48 
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Ketentuan mengenai adanya syarat dua atau lebih kreditor di 
dalam permohonan pernyataan pailit, maka terhadap definisi mengenai 
kreditor harus diketahui terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan definisi yang jelas 
mengenai “kreditor”. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, harus dibedakan 
pengertian kreditor dalam kalimat “...mempunyai dua atau lebih 
kreditor…”, dan “...atas permohonan seorang atau lebih 
kreditornya...”.49 
Dalam kalimat pertama, yang dimaksud kreditor adalah 
sembarang kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun 
kreditor konkuren50. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata “kreditor” 
disini dimaksudkan untuk kreditor konkuren. Kreditor konkuren berlaku 
dalam definisi kreditor pada kalimat kedua dikarenakan seorang 
kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak 
mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor 
separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari 
barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.51 
Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UU No. 37 
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Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka telah didapat 
pengertian “kreditor” sebagaimana terdapat di penjelasan Pasal 2 Ayat 
(1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.52 Berkaitan 
dengan ada tidaknya pelepasan hak agunan kreditor separatis 
terhadap pengajuan permohonan pailit, terhadap kreditor telah diatur 
secara jelas di dalam Pasal 138 Undang-Undang yang sama.53 
Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru ini, maka 
kreditor separatis dan kreditor preferen dapat tampil sebagai kreditor 
konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas 
benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan 
bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan 
bahwa benda yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi 
utangnya debitor pailit.54 
      2. Syarat harus adanya utang 
Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan 
Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Di 
dalam Faillissements verordening tidak diatur tentang pengertian 
utang. Faillissements verordening menentukan bahwa putusan 
pernyataan pailit dikenakan terhadap “de schuldenaar, die in en 
                                                     
52Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
53Lihat Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 





toestand verkeert daj hij heft apgehouden te betalen”. Dari ketentuan 
ini, dapat diterjemahkan dalam beberapa versi, yaitu :55 
1. Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu 
membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti 
membayar kembali utang tersebut. 
2. Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti 
membayar utang-utangnya. 
3. Setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar 
utang-utangnya. 
Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi 
ternyata membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. 
Oleh karenanya di dalam Faillissements verordening dapat dilihat 
adanya konsep utang dalam arti luas. Berdasarkan putusan H. R. 3 
Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini 
diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barangnya.56 
Sama halnya dengan Faillissements verordening, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga tidak mengatur 
pengertian utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang 
Kepailitan menentukan debitor dapat dinyatakan pailit apabila “tidak 
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 
ditagih kepada kreditor”. Undang-undang ini hanya menentukan utang 
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yang tidak dibayar oleh debitor adalah utang pokok atau bunga. Hal ini 
berarti permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilakukan 
apabila ia dalam keadaan berhenti membayar utang atau ketika ia 
tidak membayar bunganya saja.57 
Istilah hukum “utang” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menunjuk kepada hukum 
kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul 
baik dari perjanjian maupun undang-undang dimana hal tersebut 
terdapat kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau 
untuk tidak berbuat sesuatu.58 
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 
angka 6 terdapat perubahan pengertian tentang utang. Utang diartikan 
sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 
jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, 
baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian 
atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila 
tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat 
pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.59 
Berdasarkan pengertian utang di atas, permohonan pernyataan 
pailit dikabulkan apabila “debitor mempunyai dua atau lebih kreditor 
dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh 
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waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, 
baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau 
lebih kreditornya”.60 Walaupun telah diatur pengertian mengenai utang 
dan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit di dalam 
undang-undang ini ternyata dianggap belum mampu mengakomodasi 
ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit yang 
banyak diterapkan oleh negara lain, seperti misalnya mengenai 
batasan minimal nominal utang yang dapat diajukan pailit. Batasan 
minimal nominal utang yang dimiliki oleh debitor sebagai syarat 
permohonan pernyataan pailit dianggap penting untuk membatasi 
jumlah permohonan pernyataan pailit. Pembatasan ini sebagai bentuk 
perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-
wenangan kreditor minoritas, dan untuk mencegah kreditor dengan 
piutang sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor, 
mengabulkan permohonan pernyataan pailit, dan dikabulkan oleh 
hakim.61 
Tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di 
dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, menurut M. Hadi 
Subhan dianggap sebagai kekurangan dan kelemahan aturan hukum 
kepailitan di Indonesia.62 Padahal ide untuk menentukan pembatasan 
persentase harta debitor yang tersisa sebagai syarat permohonan 
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pernyataan pailit sebenarnya telah ada sebagaimana terdapat di 
dalam Pasal 1 Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Undang-
Undang Kepailitan. Dalam pasal ini mengatur mengenai pailit dan 
kebangkrutan berlaku terhadap debitor yang sudah tidak mampu lagi 
untuk membayar utang-utangnya, dan harta yang tersisa adalah 
hanya 25% dari seluruh kekayaan debitor.63 
Adanya kelemahan berupa tidak diaturnya pembatasan jumlah 
nilai nominal utang di dalam hukum kepailitan, dilihat dari argumentasi 
yuridis menunjukkan bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum 
utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan 
terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai 
pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang 
tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para 
kreditornya, sehingga untuk mencegah terjadinya unlawful execution 
dari para kreditornya, kepailitan hanya menjadi alat tagih semata (debt 
collection tool).64 
3. Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 
Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
PKPU menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan 
pengadilan, yaitu:65 
1. Terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor 
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2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan 
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 
Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut 
memiliki pengertian dan  kejadian yang berbeda. Suatu utang 
dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang 
expired, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah 
dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu 
merupakan utang yang telah jatuh waktu.66Jika di dalam perjanjian 
tidak mengatur tentang jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai 
apabila dengan surat teguran debitor telah dinyatakan lalai dan dalam 
surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.67 
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 
menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat 
ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh 
waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu 
penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi 
atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan 
pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.68 Implementasi penjelasan 
Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 
lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk 
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membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah 
diperjanjikan.69 
Penegakkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
PKPU di dalam perjalanannya menghasilkan beberapa putusan 
pengadilan niaga yang mendalilkan debitor tidak membayar utang, 
antara lain:70 
1. Debitor tidak membayar utang ketika debitor berhenti 
membayar utang terhadap puluhan kreditor sementara harta 
yang dimiliki debitor makin hari makin berkurang dan nilainya 
menjadi lebih kecil dari utang-utang kreditor, 
2. Debitor tidak membayar utangnya ketika debitor tidak melunasi 
pembayarannya kepada kreditor pada saat yang telah 
ditentukan dan mengakui utangnya tersebut. 
4. Syarat pemohon pailit 
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU No. 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa pihak yang 
dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi seorang debitor 
adalah:71 
a. Debitor yang bersangkutan 
b. Kreditor atau para kreditor 
c. Kejaksaan untuk kepentingan umum 
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d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank 
e. Badan Pengawas Pasar modal (BAPEPAM) apabila 
debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga 
kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan 
penyelesaian 
f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah perusahaan 
asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau 
badan usaha milik negara yang bergerak di bidang 
kepentingan publik. 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merumuskan bahwa pihak 
yang dapat mengajukan permohonan pailit pada seorang debitor 
adalah:72 
a. Debitor yang bersangkutan 
b. Kreditor atau para kreditor 
c. Kejaksaan untuk kepentingan umum 
d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank 
e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila 
debitornya adalah perusahaan efek . 
Ketentuan yang ada di dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan dan PKPU ditambahkan Menteri Keuangan sebagai pihak 
yang dapat mengajukan permohonan pailit berkaitan dengan kegiatan 
                                                     






perasuransian dan kewenangan BAPEPAM di dalam mengajukan 
permohonan pailit juga menjadi lebih luas karena tidak hanya semata-
mata perusahaan efek saja, melainkan juga lembaga-lembaga lain 
yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal.73 
Beberapa pihak di atas yang dapat mengajukan permohonan 
pailit, pihak yang paling umum mengajukan permohonan pailit adalah 
pihak debitor dan kreditor. Pengajuan permohonan pailit yang 
dilakukan oleh debitor disebut dengan voluntary petition. Voluntary 
petition adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh 
debitor, yang tidak mensyaratkan berapa besar jumlah utang yang 
dimilikinya.74 Sebaliknya pengajuan permohonan pailit yang dilakukan 
oleh pihak kreditor disebut dengan involuntary petition. Involuntary 
petition adalah pengajuan permohonan pernyataan pailit yang 
dilakukan kreditor apabila debitor memiliki utang yang jumlah nilai 
utangnya dan bentuk utangnya telah ditentukan di dalam perjanjian.75 
Ketentuan bahwa debitor adalah salah satu pihak yang dapat 
mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah 
ketentuan yang dianut di banyak negara. Namun ketentuan ini 
memberi kesempatan bagi debitor nakal untuk melakukan rekayasa 
demi kepentingannya. Oleh karenanya sekalipun mungkin saja 
permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dikabulkan oleh 
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pengadilan, baik yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor 
teman kolusi debitor atau sekongkolnya, namun debitor tidak 
seharusnya lepas dari jerat pidana.76 Sedangkan ketentuan kreditor di 
dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit mengacu pada 
ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 
dan PKPU. Undang-undang ini juga telah mengatur pula kewenangan 
kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan 
permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas 
kebendaan yang dimilikinya terhadap harta debitor dan haknya untuk 
didahulukan.77 
 
F. Pengertian Insolvensi 
1. Pengertian Umum Insolvensi 
Terminologi yuridis “insolvensi” dalam tahap pemberasan pailit 
ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna “insolvensi” 
secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu 
perusahaan yang kondisi aktivanya lebih kecil dari pasivanya.78 
Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta 
perusahaan. Jika hal ini, terjadi biasa disebut sebagai technical 
insolvency. Sedangkan insolvensi terjadi jika tidak terjadi perdamaian 
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sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan 
terhadap harta pailit.79 
Menurut Friedman, insolvensi (insolvency) berarti: 80 
a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial 
ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau 
b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam 
waktu tertentu. 
Dari pengertian di atas, maka apabila pada suatu saat 
seseorang tidak mempunyai banyak uang cash dibandingkan 
banyaknya utang-utangnya atau apabila suatu ketika aset utamanya 
hilang dicuri orang atau hilang terbakar, tidak berarti pada saat 
tersebut dia dalam keandaan insolvensi. Akan tetapi, keadaan 
kewajiban melebihi aset-asetnya haruslah berlangsung dalam suatu 
jangka waktu tertentu yang wajar (reasonable time).81 
Sebuah perusahaan dikatakan insolvency bankruptcy apabila 
nilai buku dari total kewajibannya melebihi nilai pasar dari seluruh aset 
perusahaan.82 
Menurut Dictionary Business of Term, insolvensi adalah 
ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh 
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waktu seperti layaknya dalam bisnis; atau kelebihan kewajiban 
dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.83 
Pengertian insolvensi secara umum selalu dikaitkan dengan 
kondisi ketidakmampuan seseorang secara finansial karena 
hutangnya lebih besar dari asetnya. 
 
2. Pengertian insolvensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 
Pembayaran Utang 
Pengertian Insolvensi yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak sama dengan pengertian 
insolvensi secara umum. Apabila dilihat dalam Penjelasan Pasal 57 
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak 
mampu membayar atau bangkrut. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 
Ayat (1) yang menyatakan bahwa “jika dalam rapat pencocokan 
piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian 
yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak 
berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”. Dapat 
disimpulkan bahwa insolvensi terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi 
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perdamaian dan harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar 
seluruh utang yang wajib dibayar.84 
Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses 
kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu 
membayar jika:85 
1. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; atau 
2. Bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; atau 
3. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah 
ditolak  (Pasal 179 Ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan 
Pembayaran Utang). 
Konsekuensi hukum dengan dinyatakan debitor pailit dalam 
keadaan insolvensi 
 mengakibatkan jangka waktu hak eksekusi kreditor dan pihak 
ketiga diakhiri lebih cepat. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 57 Ayat (1) 
yang menyatakan:86 
“Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 
berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat 
atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1)”. 
 
Pasal 56 Ayat (1) menyatakan:87 
hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menentukan hartanya yang 
berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, 
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ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan 
puluh hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan).  
 
Dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi 
terhadap harta pailit dapat dilaksanakan lebih cepat dengan terjadinya 
keadaan insolvensi. Insolvensi itu sendiri terjadi (demi hukum) jika  
tidak terjadi perdamaian dan debitor dalam keadaan tidak mampu 
untuk membayar.88 
 
3. Insolvensi test 
Secara umum ada 3 (tiga) Tes Insolvensi untuk mengetahui 
apakah seseorang/perusahaan mampu atau tidak mampu membayar. 
1. The  ability to pay solvency test (cash flow solvency test) 
Tes yang menentukan apakah suatu debitor dapat membayar 
utangnya ketika utangnya telah jatuh tempo. Melihat masa depan 
kondisi keuangan debitor dan dilakukan hanya dengan melihat apakah 
utang seorang debitor telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar.89 
Rumus perhitungan solvabilitas jangka pendek: 
 N1 X P1 + N2 X P2 = FUTURE CASH FLOW 
 N: Nominal 
 P: Probability (Peluang) 
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 Contoh: Diketahui Perusahaan X memiliki utang yang jatuh 
tempo disatu tahun buku sebesar Rp.100.000 dan perusahaan 
X, tidak memiliki aset (dana). Seandainya perusahaan X akan 
memiliki uang sebesar Rp.1.000.000, tapi kemungkinan 
mendapatkannya 15% atau kemungkinan mendapatkan Rp.0 
dengan kemungkinan 85 %, 
 Intinya: 85% perusahaan X tidak akan mampu membayar 
utangnya (Insolven), ketika jatuh tempo, 
 15% mampu membayar utangnya dan dapat untung 
Rp.900.000 (Rp.1.000.000-100.000), 
 Ditanya: Hitung future cash flownya dan apakah perusahaan 
masih solven ? 
 Jawab: N1 X P1 + N2 X P2 
 = Rp.1.000.000 x 15% + Rp.0 X 85% 
 = Rp.150.000 (Cash Flow Future) 
Perusahaan masih solven karena aset yang akan didapat 
(150.000) > Kewajiban (100.000) 
Rumus perhitungan solvabilitas jangka panjang 
Net cash provided by operating activities : average total 
liablities = cash debt coverage ratio  
 >1 maka semakin solven perusahaan itu 
 <1 maka semakin insolven perusahaan 






 Contoh : Diketahui Perusahaan X (debitor) dalam menjalankan 
usahanya selama 5 tahun buku akan memiliki 2 proyek dengan 
total nilai Rp.8.000.000, dan di penghujung tahun ke lima 
perusahaan memiliki utang sebesar Rp.6.000.000. 
 Ditanya : Solvabilitas? 
 Jawab   : Rp.8.000.000: Rp.6.000.000 =1,33 
Tingkat solven bagus karena rasio 1,3 adalah angka yang positif. 
 
2. The balance shee4t test 
Apabila utang (Responbility) telah melebihi asetnya, kondisi 
keuangan lebih besar daripada asetnya berdasarkan penilaian yang 
wajar.90 
 
Rumus: Aliran uang yang akan masuk : 1 + persentase 
kenaikan nilai uang (inflasi)= nilai uang saat ini. 
 
 diketahu Perusahaan JAYA menjalankan usaha dan memiliki 
utang Rp.100.000 yang harus dibayar dalam 1 akhir tahun, 
perusahaan tidak memiliki uang tunai kecuali proyek yang akan 
menghasilkan nilai uang Rp.108.000, lalu diketahui bahwa 
                                                     





kenaikan inflasi dalam rangka untuk membayar utang sebesar 
10% 
 Ditanya : Apakah Perusahaan JAYA solven dimasa akan datang.  
 Jawab   : Rp.108.000 / 1 + 10% = Rp.98.180 
Perusahaan tidak solven dan dapat dipailitkan 
 
3. The Capital Adequacy test / analisis transaksional 
Tes ini jarang dilakukan Introduction to Analysis Economic Of 
Law. Pendekatan analisa ekonomi atas hukum dalam kasus 
kepailitan dan reorganisasi perusahaan penundaan kewajiban 
pembayaran utang dengan tujuan untuk mengajukan rencana 
perdamaian dengan tujuan debitur tidak dipailitkan reorganisasi 
perusahaan: melakukan fresh start perusahaan dengan cara 
memberikan kesempatan kepada perusahan untuk dapat mengelola 
perusahaannya dari awal dengan cara melakukan format komponen 
perusahaan yang ada didalamnya menjadi baru. Tujuannya supaya  
perusahaan dapat bangkit kembali.91 
Dari penjelasan tiga rumus umum insolvensi test diatas dapat di 
simpulkan bahwa undang-undang kepailitan harus segera 
mengadopsi tentang syarat insolvensi atau keadaan keuangan 
debitor yang lebih rendah daripada utangnya untuk menjatuhkan 
pailit sebuah perseroan, karena bisa dibayangkan ada perseroan 
                                                     





terbatas yang dipailitkan hanya karena utang yang kurang dari satu 
persen dari aset perseroan itu sendiri. Dengan kata lain, kepailitan 
bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan 



























A. Tipe penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum 
positif berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah 
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang.  
B. Pendekatan penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
disesuaikan dengan tipe penelitian yang digunakan penulis. Oleh karena 
itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan 
pendekatan konseptual (conseptual approach). 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan 
dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan  
Undang-Undnag Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
b. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara 
menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi 





tetap, salah satunya adalah Putusan perkara Nomor: 01/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN.Niaga Mks. dan 9 (sembilan) kasus lainnya yang 
akan dipaparkan di bab selanjutnya. 
c. Pendekatan konseptual (conseptual approach) beranjak dari 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 
dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 
melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang 
dihadapai dalam hal ini adalah konsep uji solvabilitas. 
C. Bahan hukum  
 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 
bahan-bahan hukum sekunder. 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan 
perundang–undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, 
aturan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang. 
b. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang 
tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 
dalam hal ini berupa hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana 





c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan 
hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Kamus Hukum, dan internet. 
 
 
D. Analisis bahan hukum 
Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Negeri 
dan Mahkamah Agung dan bahan hukum sekunder doktrin-doktrin yang 
ada dalam buku dan wawancara yang mengulas tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang akan digunakan dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga 
diharapkan diperoleh preskripsi mengenai rumusan masalah yang ada di 
atas. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang 
berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap 
penyelesaian masalah yang dibahasa secara kualitatif dan selanjutnya 
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Urgensi penerapan uji solvabilitas dalam perkara kepailitan. 
Perkara kepailitan merupakan suatu hal yang dapat terjadi pada 
setiap orang maupun badan hukum, selama terkategorikan sebagai 
debitor yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta 
memiliki lebih dari satu kreditor. Berdasarkan ketentuan UU No. 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan gugatan pailit 
harus memenuhi Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah 
ditentukan Pasal 2 Ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Syarat  adanya dua kreditor atau lebih (concursus creditorium) 
Adanya persyaratan concursus creditorium adalah sebagai 
bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 Burgerlijk 
Wetboek dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas 
semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat 
verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau accoord, 
dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk 
kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor 
sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.92 
2. Syarat harus adanya utang 
Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat 
dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun 
                                                     





mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul 
karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh 
debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk 
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.93 
3. Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 
Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut 
memiliki pengertian dan  kejadian yang berbeda. Suatu utang 
dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang 
expired, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah 
dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu 
merupakan utang yang telah jatuh waktu.94 Jika di dalam perjanjian 
tidak mengatur tentang jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai 
apabila dengan surat teguran debitor telah dinyatakan lalai dan dalam 
surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.95 
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 
menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat 
ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh 
waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu 
penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi 
atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan 
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pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.96 Implementasi penjelasan 
Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 
lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk 
membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah 
diperjanjikan.97  
4. Syarat pemohon pailit 
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU No. 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa pihak yang 
dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi seorang debitor 
adalah:98 
a. Debitor yang bersangkutan 
b. Kreditor atau para kreditor 
c. Kejaksaan untuk kepentingan umum 
d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank 
e. Badan Pengawas Pasar modal (BAPEPAM) apabila 
debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga 
kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan 
penyelesaian 
f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah perusahaan 
asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau 
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badan usaha milik negara yang bergerak di bidang 
kepentingan publik. 
Dengan persyaratan diatas maka kreditor dapat melakukan 
gugatan pailit terhadap debitornya. Namun Tidak terdapatnya pembatasan 
jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan 
pailit, menurut Hadi Subhan dianggap sebagai kekurangan dan 
kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia.99 Padahal ide untuk 
menentukan pembatasan persentase harta debitor yang tersisa sebagai 
syarat permohonan pernyataan pailit sebenarnya telah ada sebagaimana 
terdapat di dalam Pasal 1 Konsep Rancangan Undang-Undang tentang 
Undang-Undang Kepailitan. Dalam pasal ini mengatur mengenai pailit dan 
kebangkrutan berlaku terhadap debitor yang sudah tidak mampu lagi 
untuk membayar utang-utangnya, dan harta yang tersisa adalah hanya 
25% dari seluruh kekayaan debitor.100 
Adanya kelemahan berupa tidak diaturnya pembatasan jumlah nilai 
nominal utang di dalam hukum kepailitan, dilihat dari argumentasi yuridis 
menunjukkan bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai 
dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan terjadi 
penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi 
yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu 
melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya, 
sehingga untuk mencegah terjadinya unlawful execution dari para 
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kreditornya, kepailitan hanya menjadi alat tagih semata (debt collection 
tool).101 
Kelemahan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 
yang tidak menerapkan metode uji solvabilitas dalam pemeriksaan 
perkara kepailitan tersebut menimbulkan ketidakadilan khususnya 
terhadap debitor yang beritikad baik, jika tetap dibiarkan kreditor-kreditor 
dengan tagihan kecil leluasa “mengganggu” solvabilitas usaha yang 
secara akuntansi masih sehat dan prospektif, tetapi secara hukum 
dinyatakan bangkrut, mau atau tidak mau akan timbul biaya-biaya 
kepailitan yang tidak perlu yang justru akan mengganggu financial cash 
flow usaha tersebut. 
Kejadian ini pernah dialami terhadap dua perusahaan asuransi besar 
yaitu PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam Putusan No. 
10/Pailit/PN. Jakpus/2000 dan Putusan No. 13/Pailit/PN.Jakpus/2004 
dalam kepailitan PT. Prudential Life Assurance, keduanya adalah 
perusahaan-perusahaan yang asetnya lebih besar dari utang yang 
dijadikan dasar permohonan pailit tetapi menurut pandangan Majelis 
Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara hukum keduanya 
memenuhi syarat untuk dipailitkan, di tingkat kasasi putusan ini dibatalkan 
namun alasan pembatalannya juga bukan karena alasan tidak 
diterapkannya uji solvabilitas oleh Hakim dalam menjatuhkan pernyataan 
pailit terhadap dua perusahaan itu, akan tetapi alasan pembatalan adalah 
                                                     





karena tidak dipenuhinya legal standing pemohon kepailitan, yaitu bahwa 
pemohon pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat 
diajukan oleh Menteri Keuangan. 
Kasus lain yang cukup menghebohkan adalah pernyataan pailit 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 
48/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pusat terhadap PT Telkomsel yang memiliki 
aset diatas 120 trilyun atas dasar permohonan pailit debitornya yang 
memiliki tagihan sebesar Rp. 5.260.000.000, (lima milyar dua ratus enam 
puluh juta rupiah), di tingkat kasasi putusan ini dibatalkan Mahkamah 
Agung dalam Putusan MARI No. 704K/Pdt.Sus/2012 dengan alasan 
bahwa utang yang dijadikan dasar pengajuan pailit bukan utang yang 
bersifat sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 4 UU 
Kepailitan.102 
Dari kasus kepailitan PT Telkomsel, akibat hukum yang timbul yang 
harus dipertanggung jawabkan kepada debitor pailit adalah munculnya 
biaya kepailitan dan fee kurator yang mencapai hingga 146 milyar rupiah 
atau hampir 20 kali lipat lebih besar daripada utangnya.103 
Syarat adanya utang jatuh tempo dan lebih dari satu kreditor telah 
membuat banyak debitor yang memiliki potensi untuk membayar utangnya 
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tetap diberikan putusan pailit. Begitu juga dengan debitor yang memiliki 
aset lebih besar dari utangnya yang menyebabkan debitor tersebut 
menjadi tidak dapat mengelola harta kekayaannya sendiri karena 
berstatus pailit. Berangkat dari kedua hal itu, lahirlah kemudian rumusan 
uji solvabilitas yang mencoba menjadi syarat sebelum dijatuhkannya 
putusan pailit. 
Jika didasarkan pada UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 
dan PKPU, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai 
penggunaan uji solvabilitas. Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (1)  UU No. 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim wajib 
menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, hal ini menurut 
penulis dapat menjadi acuan terhadap kewajiban penggunaan uji 
solvabilitas dalam perkara kepailitan demi terciptanya keadilan.  
 
Untuk itu penulis kemudian melakukan wawancara kepada hakim di 
Pengadilan Negeri Niaga Makassar. Ibrahim Palino berpendapat bahwa 
uji solvabilitas adalah salah satu hal yang penting dalam memeriksa dan 
memutuskan perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang, 
karena untuk mengetahui sejauh mana kemampuan membayar utang 
sebuah perusahaan yaitu dengan cara melakukan uji solvabilitas, selain 
dari itu juga 
 untuk mengetahui apakah sebuah perusahan pantas untuk 
dipailitkan atau diberikan kesempatan dalam hal ini adalah penundaan 





kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pengadilan Niaga 
wajib mempertimbangkan solvabilitas debitor, sehingga jika debitor pantas 
dipailitkan atau untuk diberikan kesempatan dalam hal ini penundaan 
kewajiban pembayaran utang  maka debitor harus dapat membuktikan 
bahwa dirinya masih solven.104    
Selain daripada itu Sapruddin menyatakan bahwa tidak setuju 
diterapkannya asas solvabilitas dalam memutuskan permohonan pailit, 
alasannya karena sifat pemeriksaan permohonan pailit adalah adalah 
murni sebagai perkara yang ditujukan untuk penyelesaian hukum utang 
piutang sedangkan penerapan asas solvabilitas cenderung ditujukan 
untuk mempertahankan usaha debitor solven agar terhindar dari 
kepailitan, selain itu sifat pemeriksaan perkara kepailitan adalah cepat, 
yaitu dengan batasan waktu hanya 60 hari kalender setelah permohonan 
didaftarkan dan sederhana, artinya pemeriksaan harus dilakukan secara 
sederhana, sedangkan uji solvabilitas menurut sifatnya tidak dapat 
diterapkan dalam acara pemeriksaan sederhana karena perlu pembuktian 
yang lebih detail. Untuk menerapkan uji solvabilitas perlu untuk 
dipertimbangkan karena undang-undang Kepailitan diciptakan tidak 
semata-mata untuk melindungi kepentingan debitor semata akan tetapi 
undang-undang ini menganut asas keseimbangan yaitu tidak hanya 
melindungi kepentingan debitor namun juga melindungi kepentingan 
kreditor sedangkan cenderung uji solvabilitas untuk melindungi 
                                                     






kepentingan debitor, oleh karenanya undang-undang ini tidak 
membedakan debitor tidak mampu ataukah tidak mau membayar, asalkan 
dapat dibuktikan bahwa debitor memliki dua atau lebih kreditor dan salah 
satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor dapat 
dinyatakan pailit dan memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan 
membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk 
dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang.105 
Menerapkan uji solvabilitas dalam perkara kepailitan dan 
penundaan kewajiban pembayaran utang adalah hal yang tidak harus 
diterapkan dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Sapruddin 
menjelaskan alasannya karena tidak ada norma hukum atau ketentuan 
dalam undang-undang kepailitan yang mengharuskan Hakim untuk 
menerapkan dan mempertimbangkan solvabilitas debitor dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara permohononan pernyataan pailit 
maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Hakim niaga 
memutuskan permohononan pernyataan pailit dan penundaaan kewajiban 
pembayaran utang hanya berdasarkan pada telah dipenuhinya syarat-
syarat kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 8 ayat 
(4) yo Pasal 222 (2)/(3) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
PKPU. 
Menurut Hadi Subhan, dengan mempertimbangkan solvabiltas 
sebagai syarat untuk memutuskan perkara permohonan pailit, 
                                                     






sebagaimana salah satu hakikat Undang-Undang Kepailitan akan dapat 
diseleksi mana usaha yang layak di pailitkan dan mana usaha yang masih 
bisa di perbaiki, jika dikaitkan dengan makna hukum kepailitan sebagai 
pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu debitor yang 
memiliki utang lebih besar dari hartanya dan menempatkan harta debitor 
pailit sebagai jaminan bersama atas piutang para kreditornya, maka 
menyatakan pailit terhadap debitor yang solven secara hakikat dan tujuan 
Undang-Undang Kepailitan menjadi tidak relevan lagi, karena makna 
hukum kepailitan sebagai mekanisme untuk mengatur dan menghindari 
perebutan harta debitor dari para kreditornya tidak diperlukan lagi dalam 
hal harta debitor lebih besar dari utangnya, dengan kata lain tidak 
diperlukan lagi upaya-upaya untuk menghindari perebutan harta debitor 
karena masing-masing kreditor dapat memperoleh pelunasan dari harta 
debitor secara penuh dengan demikian maka hakikat hukum kepailitan 
sudah kehilangan urgenitasnya. 
Dengan adanya prinsip bahwa debitor solven yang beritikad baik 
wajib dilindungi, untuk itu diperlukan suatu tindakan untuk mengubah 
paradigma pola berfikir para Hakim Niaga dalam melakukan pemeriksaan 
dan memutuskan perkara permohonan pailit, yakni tidak hanya melihat 
dari terpenuhinya syarat-syarat pailit sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 1 
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU namun Hakim juga 
harus menggali nilai-nilai kepatutan, kewajaran, dan rasa keadilan yang 







Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib 
memuat pula: 
a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili; 
 
Jika ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
merumuskan: 
(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. 
 
Dengan ketentuan ini dapat memberikan peluang kepada Hakim 
Pengadilan Niaga untuk melakukan terobosan hukum dengan 
menggunakan ketentuan-ketentuan hukum tak tertulis yang dipandang 
dapat memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak yaitu kreditor 
dan debitor dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit. 
Terdapat alternatif untuk menata pranata hukum yang melindungi 
debitor solven. Pertama, dengan mengusulkan uji solvabilitas diluar 
persidangan perkara kepailitan, maksud dilakukannya diluar persidangan 
semata-mata adalah untuk menghindari pertentangan dengan asas 
pemeriksaan dilakukan secara sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat 
(4) UU No. 37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga Hakim 





Tanpa merubah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Kepailitan tetapi 
dengan sedikit memodifikasi hukum acara yang berlaku dalam 
pemeriksaan perkara permohononan pailit, yaitu dengan cara 
dilakukannya uji solvabilitas berupa pemeriksaan tambahan sebelum 
persidangan dimulai yaitu sebelum persidangan dimulai para pihak 
dipanggil selanjutnya dalam hal debitor keberatan terhadap permohonan 
pailit yang diajukan kreditornya maka ia dibebani untuk mempersiapkan 
bukti-bukti pendukung atas keberatannya tersebut, misalnya laporan 
keuangan perusahaan, pertelaan aset-asetnya dari Kantor Akuntan Publik 
dan sebagainya, apabila debitor tidak dapat menunjukkan bukti-bukti 
penunjang bahwa dirinya dalam keadaan solven maka debitor harus 
dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Kedua, alternatif pilihan 
untuk menata pranata hukum yang melindungi debitor solven yaitu 
dengan menambah persyaratan pailit dengan melakukan pembatasan 
minimal utang yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan 
pailit, misalnya x rupiah atau berdasarkan sistem presentase, dengan 
rasio perbandingan antara seluruh jumlah utang debitor dengan seluruh 
aset debitor, sehingga untuk tagihan-tagihan kecil yang tidak signifikan 
dengan jumlah aset debitor seharusnya tidak bisa diajukan penagihan 
melalui hukum kepailitan tetapi penagihannya dilakukan melalui gugatan 
perdata biasa, dengan kata lain, hukum kepailitan hanya digunakan untuk 
penyelesaian utang piutang yang jumlahnya besar dibandingkan dengan 





menjalankan fungsinya secara murni untuk menyeleksi usaha-usaha yang 
tidak efisien dan memberatkan perekonomian.  
Terkait pengajuan PKPU, perlu dilihat bahwa dalam Pasal 224 ayat 
(2) Undang-Undang Kepailitan telah ditetapkan bahwa dalam hal 
pemohon PKPU adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah 
piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Ketentuan ini 
seharusnya dapat menjadi landasan bagi hakim untuk mewajibkan 
seorang debitor menyertakan bukti pengujian solvabilitasnya agar dapat 
diberikan PKPU. Hal ini juga untuk menilai rasionalitas dari rencana 
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh 
utang kepada Kreditor. Dalam artian suatu rencana perdamaian yang 
diajukan memungkinkan untuk dilaksanakan sepanjang debitor telah 
solven berdasarkan pengujian solvabilitas. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan PKPU, pertimbangan diberikannya PKPU 
hanyalah pada persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor 
konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan 
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang 
diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya 
yang hadir dalam sidang tersebut dan persetujuan lebih dari 1/2 (satu 
perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan 





yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari 
seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. 
Pertimbangan yang hanya didasarkan pada hak suara kreditor dapat 
menjadi celah bagi kreditor yang beritikad buruk terhadap debitor. Dalam 
artian ketentuan ini dapat digunakan oleh kreditor yang hanya ini 
menguasai aset tertentu yang dimiliki oleh debitor. Oleh karena 
pentingnya adanya syarat uji solvabilitas dalam perkara kepailitan maupun 
penundaan kewajiban pembayaran utang. 
 
B. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan. 
Pengadilan Niaga sebagai salah satu lembaga hukum yang 
mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan hukum. Tujuan tersebut 
sering dirumuskan sebagai menciptakan tata tertib di masyarakat. Dalam 
kaitannya dengan ini, salah satu tujuan pembentukan UU No. 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah memenuhi kepentingan dunia 
usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, 
terbuka dan efektif.106 Selain itu, juga dalam rangka menegakkan salah 
satu asas hukum kepailitan, yaitu asas kelangsungan usaha dalam 
penerapan perkara kepailitan dan PKPU, asas ini berkenaan dengan 
kondisi yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap 
dilangsungkan. 
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Setelah berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 juncto Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan terakhir diubah dengan UU No. 37 
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga telah 
konsekuen menerapkan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian 
perkara-perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Dalam 
wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Ibrahim Palino, Hakim pada 
Pengadilan Niaga Makassar yang banyak menangani perkara kepailitan 
dan bertindak sebagai Hakim Pengawas kepailitan menyatakan bahwa 
penerapan asas kelangsungan usaha terhadap debitor perseroan pailit 
suatu hal yang lazim dilakukan, sepanjang debitor pailit mempunyai 
potensi dan prospek. Lagi pula, direksi dan/atau komisarisnya kooperatif 
dan membantu pelaksanaan pailit perseroan. 107 
Pertimbangan utama untuk melanjutkan kegiatan usaha terhadap 
perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah bahwa nilai ekonomis 
(economic value) perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 
aset fisik dari perusahaan tersebut. Hadi Shubhan, memberikan contoh 
dari proposisi ini adalah perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, 
perusahaan pengembang (developer) dan perusahaan pembiayaan 
(multifinance). Perusahaan-perusahaan tersebut ini seringkali memiliki 
aset yang positif, namun sering terjadi negative cash flow. Perusahaan 
yang mempunyai masalah cash flow yang negatif akan jauh berbeda 
penanganannya dengan perusahaan yang mempunyai masalah aset yang 
                                                     





negatif. Kepailitan sebenarnya diperuntukan terhadap perusahaan yang 
mempunyai aset negatif dan tidak ditujukan kepada perusahaan yang 
hanya sekedar masalah dengan kinerja cash flow-nya.108 
Untuk mengetahui kinerja cash flow itulah digunakan uji solvabilitas 
jangka pendek ataupun jangka panjang sebagaimana yang telah penulis 
paparkan pada bagian tinjauan pustaka. Jika dalam pengujian tersebut 
diketahui bahwa keuntungan yang akan diperoleh debitor (future cash 
flow) lebih kecil dibandingkan dengan utangnya atau cash debt coverage 
ratio berada di bawah angka 1 sebagaimana dalam rumus uji solvabilitas 
jangka panjang, maka debitor itu barulah dapat dinyatakan pailit. 
Pengujian ini pada hakikatnya merupakan bentuk penerapan asas 
kelangsungan usaha. Sebab pengujian ini melihat usaha mana saja yang 
secara kuantitatif masih mungkin dilangsungkan dan mana yang tidak. 
Namun meskipun uji solvabilitas secara teoretis merupakan wujud dari 
asas kelangsungan usaha, perlu dilihat terlebih dahulu fakta empiris 
mengenai penyelesaian perkara kepailitan. Untuk itu penulis meneliti 10 
putusan mengenai perkara kepailitan dan PKPU. 
a. Putusan perkara Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Mks. 
Pemohon adalah PT. BANK CIMB NIAGA Tbk, sebuah Perseroan 
Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan  dan PT. ANDATU 
LESTARY ABADI MANDIRI sebagai Termohon I dan HAJI AMIRULLAH, 
S.E. Termohon PKPU II telah memberikan jaminan perorangan (Personal 
                                                     





Guarantee) dari Termohon PKPU I. Termohon PKPU I adalah perusahaan 
yang bergerak dibidang pertambangan yang dimana telah diberikannya 
fasilitas kredit oleh Pemohon dan memiliki total tagihan berserta bunga 
dan tunggakan kepada Pemohon sejumlah Rp. 55.497.563.711,- (lima 
puluh lima empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh 
tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah). 
Bahwa fasilitas Kredit yang sebagaimana telah diberikan telah 
beberapa kali diubah dan/atau diperpanjang, tetapi sampai pada tanggal 
yang telah ditentukan Termohon I tetap tidak dapat membayar 
kewajibannya baik pokok, tunggakan bunga maupun denda, sesuai 
dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Pemohon juga sudah 
mengirimkan surat-surat peringtan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak 
mendapat tanggapan dari Temohon PKPU I. 
Dalam perkara ini Temohon PKPU I dan II menolak seluruh dalil-
dalil Pemohon dengan alasan yang pada intinya Termohon I dan II 
menyebutkan dalil bahwa terjadinya wanprestasi yang oleh sebab itu tidak 
perlunya jalur PKPU tetapi penyitaan aset yang dimiliki perusahaan 
berupa 6 (enam) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC200-7. 
Setelah Majelis Hakim mencermati keberadaan bukti surat yang 
diajukan oleh Termohon PKPU I dan II tersebut, maka Majelis tidak 
menemukan adanya bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian 
yang diajukan oleh Pemohon PKPU, baik menyangkut sifat kekuatan 





kesepakatan Perjanjian kredit dari Pemohon PKPU kepada Termohon 
PKPU I dan II maka Majelis Hakim memutuskan mengabulkan 
permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya. 
Termohon telah menjelaskan dengan tegas bahwa pada waktu itu 
perusahaan sedang mengalami kesulitan perekonomian dikarenakan 
regulasi yang memberatkan usaha yang dijalankannya sehingga 
mengalami kesulitan pembayaran kepada Termohon tetapi hakim tetap 
mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang 
diajukan Pemohon tanpa mempertimbangkan solvabilitas perusahaan 
sehingga bukan tidak mungkin besar kemungkinan perusahaan tersebut 
kembali akan jatuh pailit.  
b. Putusan perkara Nomor: 74/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA. 
JKT.PST  
Pemohon PKPU adalah PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA 
Tbk, suatu perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan usaha di bidang 
usaha perbangkan yang memohon PKPU terhadap termohon PKPU I  PT. 
DHIVA INTER SARANA, suatu perseroan terbatas yang mempunyai 
kegiatan usaha penyediaan barang dan/atau jasa pipa bor (line pipe, 
casing, tubing, dan/atau cupling. Termohon PKPU I telah mendapat 
fasilitas kredit (pinjaman) dari Pemohon PKPU dengan dengan total USD 
67,669,480.00 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan 
ribu empat ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) dan total dari 6 





puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas 
ribu dua ratus sembilan puluh lima).  
Termohon PKPU II RICHARD SETIAWAN sebagai penanggung 
utang Termohon PKPU I bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh 
kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, terdapat pihak 
ketiga yang turut mengikatkan diri kepada Pemohon PKPU sebagai 
jaminan perorangan (Personal Guarantee). Bahwa untuk menjamin 
pelaksanaan pembayaran kewajiban kepada Pemohon PKPU sesuai 
Perjanjian Kredit tersebut, Termohon PKPU I telah memberikan jaminan-
jaminan tiga (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 
tanggungan dijaminkan untuk pembayaran kewajiban utang sampai 
dengan jumlah kewajiban Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). 
Walaupun Temohon PKPU I dan Termohon PKPU II telah 
diperingatkan berkali-kali, Termohon PKPU tetap tidak memenuhi 
kewajibannya untuk membayar fasilitas kredit yang diberikan oleh 
Pemohon kepada Termohon PKPU I. Termohon PKPU II akui Termohon 
PKPU I tidak mampu membayar kewajibannya. 
Dalam perkara ini para Termohon mengajukan eksepsi yang 
berisikan penolakan terhadap gugatan PKPU yang di ajukan Pemohon 
dengan bantahan tidak memenuhinya Legal Standing. Dalam eksepsinya 
bahwa permohonan ditandatangani bukan oleh orang yang berwenang 
mewakili pemohon PKPU sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 224 (1) 





Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seharusnya yang 
menandatangani Permohonan PKPU dan menjadi Pemohon PKPU adalah 
Direksi PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Namun faktanya dalam 
Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, permohonan 
tersebut ditandatangani oleh Jabez Pieters dan Riandi Arsiyono yang 
jelas-jelas bukan merupakan Direksi dari Pemohon PKPU dan tidak 
mempunyai wewenang untuk menandatangani Permohonan PKPU. 
Pada Akhirnya majelis Hakim memberikan putusan permohonan 
Pemohon PKPU dikabulkan dengan dalil bahwa Pemohon PKPU 
melakukan Permohonan Perbaikan terhadap Permohonan PKPU tersebut 
diatas dan ditandatangani sendiri oleh Jenny Wiriyanto dan Thilagavathy 
Nadason keduanya selaku Direktur Pemohon PKPU berdasarkan Akta 
Pernyataan Rapat PT Bank Internasional Indonesia Tbk.  
Setelah membaca dan mengalisis putusan ini baik dari sisi 
Pemohon, Termohon, dan Pertimbangan Majelis Hakim tidak adanya 
dibahas mengenai berapa jumlah aset yang dimiliki oleh Termohon tetapi 
Termohon PKPU mendalilkan masih sanggup untuk membayar utang 
sehingga tidak perlu diajukan permohonan PKPU sehingga tidak adanya 
dasar dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut penulis perlunya 








c. Putusan perkara Nomor: 05/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby 
PT. Golden Shines sebuah badan hukum yang bergerak di bidang 
jual beli emas sebagai Pemohon dalam PKPU ini terhadap beberapa 
Kreditor Konkuren sebagai Customers yaitu Tn. Agus Abadi, Tn. Edy 
Hartanto, Ny. Jenny Liemer yang dimana total yang harus dilunasi 
sebanyak Rp. 269,106,600,- (dua ratus enam puluh sembilan seratus 
enam ribu enam ratus rupiah). 
Dalam kasus ini Pemohon PKPU sebagai Debitor saat ini 
mengalami kesulitan finansial dalam membayar utang-utangnya kepada 
para Kreditor sehingga Pemohon PKPU tidak sanggup melunasi utang-
utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Kreditor 
namun Pemohon PKPU memiliki itikad baik yang dibuktikan dengan 
catatan laporan keuangan dalam melunasi kewajiban tersebut dan merasa 
harus bertanggungjawab terhadap segala kewajibannya kepada para 
Kreditor namun saat ini Pemohon PKPU sedang kesulitan keuangan 
(finansial) sehingga belum sanggup melunasi kewajibannya-kewajiban 
tersebut. Apabila rencana perdamaian disetujui dalam Rapat Kreditor 
maka tentunya sangat membantu Pemohon PKPU dalam melunasi 
kewajiban-kewajiban Pemohon PKPU kepada para Kreditor. 
Salah satu pertimbangan lainnya adalah karena bidang usaha 
Pemohon PKPU memiliki prospek yang sangat bagus dimana emas yang 
merupakan komoditi save-haven yang sangat dibutuhkan pada saat terjadi 





menyediakan platform pembelian yang aman kepada para customers 
incasu Kreditor yang pada akhirnya akan membantu mempertahankan 
serta mengembangkan kekayaan dan kemakmuran para customers 
incasu Kreditor melalui kepemilikan emas batangan. 
Dalam perkara ini para Kreditor tidak memberikan bantahan 
sedikitpun terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU bahkan 
setuju dengan rencana perdamaian yang diajukan Pemohon PKPU 
berupa restrukturisasi utang.  
Majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan yang 
diajukan Pemohon PKPU dengan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur 
yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selain dari itu 
Pemohon PKPU juga telah mengakui utang-utangnya dan memiliki itikad 
baik untuk melunasinya, begitupun dengan para Kreditor menyetujui 
rencana perdamaian tersebut sehingga tidak ada alasan untuk Majelis 
tidak mengabulkan permohonan PKPU yang di ajukan oleh Pemohon 
PKPU.  
d. Putusan perkara Nomor : 02/PKPU/2012/PN.Niaga Smg 
PT. Kayu Lapis Indonesia adalah sebuah perusahaan lokal yang 
bergerak di bidang pengelolahan kayu menjadi bahan-bahan olahan kayu 
sebagai Termohon PKPU dalam perkara ini, perusahaan ini memiliki 
jumlah karyawan kurang lebih tiga ribu orang dan merupakan perusahaan 





bidang kayu,maka perusahaan ini sejak tiga tahun terakhir mengurangi 
produksinya karena terbatasnya pasokan kayu dari Perhutani, akibatnya 
pinjamannya kepada PT. Bank Mandiri tersendat pembayarannya maupun 
kepada beberapa kreditor lainnya yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 
900,000,000,000,- (sembilan ratus milyar rupiah). 
Karena melihat usaha Termohon PKPU masih prosfektif akhirnya 
Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon 
PKPU. Permohonan ini dikabulkan oleh pengadilan selanjutnya diberikan 
waktu untuk PKPU sementara 45 hari, pada akhirnya tercapai 
kesepakatan antara Termohon PKPU dengan para Kreditornya yang 
dituangkan dalam akta perdamaian yang kemudian disahkan oleh 
Pengadilan. 
Pertimbangan Majelis Hakim untuk mengesahkan atau menyetujui 
perdamaian ini antara lain adanya jaminan yang diberikan pihak Debitor 
bahwa utang-utangnya akan terbayar antara lain bukti aset-aset 
perusahaan Debitor yang dipandang masih cukup sebagai jaminan bahwa 
Debitor masih memiliki kemampuan unutk membayar dan adanya jaminan 
masih ada hasil produksi perusahaan yang dipandang masih bisa 
beroperasi dengan baik dan menghasilkan laba. 
Suatu hal keberuntungan yang bisa dicatat dalam kasus ini adalah 
adanya itikad baik Debitor yang begitu terbuka menunjukkan aset-aset 





solven sehingga ia terhindar dari rezim kepailitan yang akan 
menghadangnya.  
e. Putusan perkara Nomor: 08/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst 
Termohon PKPU I adalah PT. Suharli Malaya Lestari adalah 
serseroan terbatas bergerak dibidang usaha garmen (pakaian jadi), dalam 
menjalankan usahanya Termohon PKPU I memiliki utang kepada 
beberapa kreditornya salah satunya Pemohon PKPU adalah PT. Bank 
Mutiara yang telah jatuh tempo yang seluruhnya berjumlah Rp. 
19.212.231.862 (sembilan belas miliar dua ratus dua belas juta dua ratus 
tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua), belum lagi tagihan 
dari Kreditor lainnya yang tidak disebutkan dalam putusan ini. Untuk 
menjamin terbayarnya pinjaman yang diberikan kepada Termohon I maka 
Termohon PKPU II, III, IV mengikatkan diri dalam akta Borgtoch (jaminan 
pribadi) dengan jaminan Fidusia dan Gadai yang berjumlah Rp. 
10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah). 
Namun hingga sampai lewat waktu yang telah diperjanjikan 
Temohon PKPU II, III, IV juga belum membayarkan sisa utang Termohon 
PKPU I yang telah jatuh tempo. Bahwa Pemohon PKPU memperkirakan 
Termohon PKPU I bersama-sama dengan Termohon PKPU II, III, IV 
selaku penjamin tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah 
jatuh tempo. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon PKPU 
mengajukan permohonan PKPU terhadap Para Termohon PKPU dengan 





mengajukan perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran 
penyelesaian kewajiban Para Termohon PKPU  kepada Pemohon PKPU 
dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti.  
Tetapi selama persidangan Para Termohon tidak pernah 
menghadiri sidang meskipun telah dilakukan pemanggilan  secara patut 
tetapi masih tetap tidak hadir menghadap persidangan atau tdak 
menyuruh orang lain untuk hadir menghadap persidangan sebagai 
kuasanya. 
Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan mengabulkan PKPU 
Pemohon PKPU dengan mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan 
permohonan PKPU yang masih memberikan kesempatan untuk melunasi 
kewajiban Termohon PKPU I bersama-sama dengan Termohon PKPU II, 
III, IV, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur untuk terkabulkannya 
gugatan PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 
tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan 
bahwa berdasarkan pemanggilan yang telah dilakukan dan 
ketidakhadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu 
halangan yang sah, maka dengan demikian Termohon PKPU dalam 
perkara ini dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela dan 
mempertahankan kepentingannya atas gugatan Pemohon PKPU tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut permohonan ini dikabulkan oleh pengadilan 





Pada akhirnya putusan PKPU yang dimohonkan PT. Bank Mutiara 
terhadap PT. Suharli Malaya Lestari berujung resmi berstatus pailit setelah 
permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan PT. Bank J Trust 
Indonesia Tbk dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berita 
dilansir oleh situs resmi kontan.co.id yang diberitakan pada Rabu 06 April 
2016. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis menilai Debitor PT. Suharli 
Malaya Lestari terbukti lalai dalam menjalani proposal perdamaian yang 
telah dihomologasi sejak 15 Juni 2015. Dimana Debitor tidak pernah 
melakukan pembayaran kepada Kreditornya PT. Bank J Trust Indoensia.  
 Salah satu mekanisme Uji solvabilitas pada kasus seperti ini 
sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan atau 
perseorangan pantas diberikan kesempatan PKPU atau tidak yang 
tentunya dengan melakukan mekanisme perhitungan secara akuntansi. 
f. Putusan perkara Nomor: 15/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA. 
JKT.PSt. 
PT. Babat Kukui Energi yang beralamat di Golf Mediterania I Jalan 
Papandayang Sentul City Bogor ini adalah sebuah perusahaan yang 
terikat kontrak bersama PT. Pertamina yang bergerak di bidang tambang 
penghasil minyak yang kemudian di mohonkan PKPU oleh PT. Supra 
Indodrill yang adalah perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang 
water well (pemboran air tanah) dan jasa geologi. Pemohon PKPU pada 
dasarnya dalam gugatannya Termohon PKPU tidak dapat menyelesaikan 





tempo dan dapat ditagih. Bahwa berdasarkan surat-surat perjanjian yang 
mana Pemohon PKPU menyatakan pada faktanya total jumlah utang 
Termohon PKPU terhadap Permohon PKPU berjumlah Rp. 
23.564.068.580.- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh empat   juta 
enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Utang tersebut 
menimbulkan kerugian pada pihak Pemohon PKPU karena pada faktanya 
mengganggu kelangsunan usaha Pemohon PKPU dimana 2 (dua) 
perusahaan bergerak dalam sewa alat berat dinonaktifkan dengan 
dibuktikan dengan surat penonaktifan perusahaan untuk sementara 
Pemohon PKPU.  
Dalam eksepsi yang diajukan Termohon PKPU membantah 
mengenai kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif Pengadilan Niaga 
Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atas dasar 
Pemohon PKPU telah mengajukan Gugatan perdata di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dengan perkara No 133/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. dimana 
para pihaknya adalah Pemohon PKPU PT. Supra Indodrill selaku 
penggugat melawan Termohon PKPU PT. Babat Bubui Energi selaku 
Tergugat I. Bahwa atas dasar perkara perdata yang sedang berlangsung 
hingga eksepsi ini diajukan sedang dalam proses pemeriksaan kasasi 
oleh Majelis Hakim Agung sehingga berdasarkan penjelasan itu sangat 
berpotensi di kemudian hari timbul 2 putusan pengadilan yang saling 
bertentangan. Tidak cuma itu juga dengan bantahan bahwa pokok 





perkara ini sama dengan pokok permasalahan dalam perkara perdata No. 
133/Pdt.G20/2010/PN.JKT.PST. bahwa atas pokok permasalahan yang 
sama dimana sebelumnya Pemohon PKPU juga telah beberapa kali 
mengajukan gugatan yang sama sebanyak dua kali yaitu pertama perkara 
No. 258/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST. dan yang kedua perkara No. 
84/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST. Berdasarkan hal tersebut di atas dengan 
pokok permasalahan permohonan PKPU dan permohonan perdata yang 
diajukan Pemohon PKPU tersebut adalah nebis in idem.  
Setelah menganalisis dan mencermati pada akhirnya Majelis Hakim 
memutus perkara dengan mengadili menolak seluruh eksepsi yang 
diajukan Termohon PKPU. Dalam pokok perkara Hakim juga menolak 
permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya. Majelis hakim berdalil 
bahwa sudah benar untuk yang berkompetensi untuk mengadili adalah 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
berdasarkan HIR Pasal 118 (4) dan dengan pilihan domisili yang pilih 
antara Pemohon dengan Termohon tersebut memilih di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut meskipun salah 
satu pihak senyatanya berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan 
Negeri jakarta Pusat. Dari pertimbangan hukum tersebut terbukti adanya 
pilihan domisili hukum antara Pemohon dan Termohon, maka bukan 
kewenangan absolut pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat, dan hanya 





absolut harus ditolak. Sesuai dengan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang menyatakan “penundaan kewajiban pembayaran 
utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh 
Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru” maka meskipun 
ada perkara perdata umum yang masih dalam taraf kasasi namun 
diajukannya permohonan PKPU ini, maka tidak menghalangi perkara yang 
sedang berjalan tersebut. Sedangkan dalil menolak untuk seluruh 
permohonan Pemohon dalam perkara, yaitu dapatnya dibantah bukti yang 
diajukan oleh Pemohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya 
utang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih, serta adanya Kreditor lain, sehingga tidak memenuhi Pasal 222 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa Pemohon tidak dapat 
membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon 
ditolak, maka menurut hemat Majelis bukti-bukti dari Termohon tidak perlu 
dipertimbangkan lagi. 
Meskipun demikian, ditolaknya permohonan PKPU dalam kasus ini 
berdasarkan tidak dapatnya Pemohon PKPU membuktikan dalil-dalil yang 
telah diajukannya sebagai syarat untuk dikabulkannya permohonan PKPU 
dan bukan karena apakah patutnya perusahaan mendapatkan 
kesempatan PKPU berdasarkan uji solvabilitas dengan perhitungan 





utang-utangnya atau tidak sehingga penting untuk menjadi salah satu 
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara PKPU. 
g. Putusan perkara Nomor: 62/Pdt.SUS-
PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. 
Pada tanggal 3 September 2015 Ir. Judi Sugiyatno selaku Direktur 
PT. Humpuss Trading dan Benny Saus selaku Direktur Utama PT. 
Humpuss Patragas menggugat permohonan PKPU terhadap PT. Kasih 
industri Indonesia yang adalah perseroan terbatas yang memiliki kegiatan 
usaha di bidang jual-beli batubara dan dalam hal ini sebagai Termohon 
PKPU I dan Eka Wahyu kasih sebagai penanggung pribadi (personal 
guarantee) Termohon PKPU I olehnya juga sebagai Termohon PKPU II. 
Dalam hal ini Termohon I melakukan pembelian batubara dari Para 
Pemohon yang masing-masing berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Batubara 
yang terpisah sedangkan Para Pemohon membeli batubara dari PT Daya 
Bambu Sejahtera yang merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari 
Termohon I serta sebagian sahamnya dimiliki oleh Termohon II, dan 
selanjutnya batubara yang dibeli dari Para Pemohon tersebut, dijual lagi 
oleh Termohon I kepada pihak lain. Dari transaksi pembelian batubara 
kepada Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I masih memiliki kewajiban 
pembayaran yang tertunggak masing-masing kepada Pemohon I dan 
Pemohon II. Sampai pada lewat waktu dari yang diperjanjikan para 
Pemohon memiliki total tagihan yaitu utang Termohon I kepada Pemohon 





Rp.117.348.475.635,- (seratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh 
delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima 
Rupiah) dan kepada Pemohon II sebesar Rp. 63.809.367.672,- 
(enampuluh tiga milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus enampuluh 
tujuh enam ratus tujuh puluh dua rupiah). 
Dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon PKPU, Para 
Termohon PKPU mengajukan eksepsi dengan menolak 3 (tiga) poin dalil 
Para Termohon PKPU. Pertama mengenai transaksi jual-beli batu bara 
antara Termohon I dengan Para Pemohon terdapat unsur Pembuatan 
Melawan Hukum, sebagaimana Gugatan Termohon PKPU I kepada PT 
Humpuss dan Para Pemohon yang telah diajukan kepada Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 506/Pdt.6/2015/PN.JKT.SEL. 
Kedua mengenai utang Termohon PKPU I kepada Para Pemohon PKPU  
hanya dapat ditagih di muka pengadilan apabila telah pasti jumlahnya 
sementara masih diperdebatkan jumlahnya dengan diajukannya Gugatan 
Perbuatan Melawan Hukum. Ketiga, Temohon PKPU I masih melakukan  
pembayaran atas utangnya tersebut.  
Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi 
Termohon PKPU I tersebut karena telah memasuki materi pokok perkara 
yang masih diperlukan pembuktian di persidangan. Dalam pokok perkara 
menolak permohonan Para Pemohon PKPU dengan pertimbangan bahwa 
tidak dapatnya dipertimbangan lebih lanjut pembuktian adanya utang 





masih terdapatnya perselisihan jumlah utang Termohon PKPU I kepada 
Para Pemohon PKPU dalam perkara a quo yang jumlahnya belum pasti.  
Menimbang, bahwa dengan terdapatnya fakta diajukannya gugatan 
perbuatan melawan hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik 
Van Omstandigheden) berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara 
dalam perkara No. 506/Pdt.G/2015/ PN.JKT.SEL. tersebut dan telah 
terbukti fakta masih terdapat perselisihan jumlah utang Termohon I 
kepada Para Pemohon yang jumlahnya belum pasti maka pembuktian 
hutang dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) a quo menjadi tidak sederhana sehingga tidak sesuai dengan 
yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
h. Putusan perkara Nomor: 02/PKPU/2014/PN-NIAGA.SBY. 
Andy Koesmara, SH dan Ajeng Retno Wulansari adalah Pemohon 
PKPU I dan II yang memohon pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Surabaya terhadap PT. LADANG RIZKY JAYA SENTOSA sebagai 
Termohon PKPU, dalam hal ini Termohon PKPU adalah perseroan 
terbatas yang melakukan penjualan unit rumah pada perumahan City 
Home Sukalilo.  
Para Pemohon melakukan pembelian unit rumah pada Termohon 
PKPU yang dimana pada pokok perkaranya Termohon belum juga 
menyelesaiakan pembangunan dan menyerahkan satuan unit perumahan 





pada akhirnya Para Pemohon PKPU telah mengajukan pembatalan 
pembelian satuan unit perumahan yang sebagaimana yang dimaksud 
sesuai dengan ketentuan yang ada pada surat pemesan unit. Selain dari 
itu Para Pemohon PKPu juga telah melakukan somasi beberapa kali 
terhadap Pemohon PKPU, sehingga timbulnya utang dalam arti luas dan 
kewajiban yang harus dibayar kepada Pemohon PKPU I sebesar Rp. 
72.135.500,- (tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh lima  ratus ribu lima 
ratus rupiah) dan Pemohon PKPU II sebesar Rp.137.900.000,- (seratus 
tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). 
Dalam eksepsi melakukan pembelaan antara lain bahwa terhadap 
pelaksanaan pengembalian pembatalan rumah dari kedua hak Para 
Pemohon PKPU tersebut hingga saat ini belum dapat terlaksana, oleh 
karena hal-hal yaitu adanya kendala tekhnis dari kebijakan Pemerintah 
Daerah/Kota surabaya dalam hal menerbitkan site plan, sehingga 
berpengaruh terhadap pengajuan a lokasi dana pembangunan di Proyek 
Perumahan City Home, termasuk pengembalian uang Para Pemohon 
PKPU. Hal tersebut sebagaimana telah diberitahukannya kepada Para 
Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya. Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan negeri surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus 
perkara yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dikarenakan 
pembatalan unit rumah  bukan karena dari Termohon PKPU melainkan 
karena inisiatif dan keinginan masing-masing Para Pemohon PKPU 





dari Para Pemohon PKPU itu sendiri, pengembalian uang pembatalan 
pembelian unit rumah oleh user-user telah dilakukan dalam kesepakatan 
penjadwalan dan masing-masing user telah menerima sebagian 
pengembalian uang pembatalan pembelian rumah yang sampai saat ini 
masih terjadawal. Membantah pengertian utang dalam arti luas yang 
disebutkan dalam salah satu dalil Para Pemohon PKPU berdasarkan 
Yurisprudensi MA Nomor: 236 VPdt.Sus/2010 dan Nomor: 852 
1qPdt.Sus/2010 sehingga Para Pemohon PKPU tidak dapat 
menggunakan landasan utang dalam arti luas, yakni tidak memberikan 
atau tidak menyerahkan unit rumah kepada masing-masing Para 
Pemohon PKPU diartikan utang. Dengan demikian hubungan hukum 
antara Para Pemohon PKPU dengan termohon PKPU bukan merupakan 
hubungan hukum utang piutang yang dalam arti luas melainkan hubungan 
hukum menyangkut pembatalan pembelian unit rumah dan yang 
berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Umum yakni Pengadilan 
Negeri diwilayah hukum Para Pihak yang bersangketa.   
 Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan mengabulkan 
Permohonan PKPU oleh Para Pemohon PKPU dengan pertimbangan 
tentang eksepsi bahwa pembatalan kesepakatan pembelian unit rumah  
dari Temohon PKPU melainkan inisiatif dan keinginan dari Para Pemohon 
PKPU, segala resiko dari pembatalan tersebut timbulnya dari Para 
Pemohon PKPU sendiri tidak jelas dan kabur (Exceptie Obscuur Libel). 





oleh karena untuk mengetahui apakah dasar permohonan Para Pemohon 
PKPU telah dilaksanakan atau tidak serta hubungan hukum utang piutang 
yang dalam arti luas, melainkan hubungan hukum menyangkut 
pembatalan pembelian unit rumah, maka harus dipertimbangkan terlebih 
dahulu tentang materi pokok perkaranya, oleh karena itu maka eksepsi 
hasulah ditolak. 
i. Putusan perkara Nomor: 40/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst 
Pada perkara ini yang terlibat sebagai para pihak ialah PT. Bank 
Mutiara selaku Pemohon PKPU dan PT. Cahaya Adiputra Sentosa selaku 
Termohon PKPU I dan Tjung Ferry Kurniawan selaku Termohon PKPU II. 
Perkara ini dimulai pada saat Termohon PKPU I mendapatkan fasilitas 
kredit yaitu Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp. 45.000.000.000,- 
dan fasilitas Kredit Giro Debet sebesar Rp. 6.705.535.742  dari Pemohon 
PKPU. Namun kredit tersebut kemudian direstrukturisasi menjadi fasilitas 
Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 51.705.535.742,- 
tertanggal 20 Oktober 2010, yang akan dilakukan pembayaran setiap 
triwulan oleh Termohon PKPU I. Namun hingga April 2015 Termohon 
PKPU masih memiliki utang sebesar Rp. 45.118.860.883,-  Adapun 
Termohon PKPU II telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-
hak istimewanya dari semua kewajiban Termohon PKPU I baik yang 
timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit telah mengikatkan diri 
sebagai penjamin atas semua perjanjian Perjanjian Kredit yang dibuat 





hari akan dibuat perjanjian-perjanjian kredit lainnya dan perjanjian-
perjanjian lainnya dan berikut perubahan, pembaharuan, penambahan 
serta penggantiannya kemudian.  
Diketahui pula bahwa Termohon PKPU I juga memiliki kreditor lain 
yaitu Bank BRI yang berkantor wilayah di Bandung. Dengan dasar fakta di 
atas, Pemohon PKPU mendalilkan bahwa permohonan PKPU yang 
diajukannya haruslah dikabulkan sebab Termohon PKPU I dan II 
diperkirakan tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya. Menanggapi 
hal tersebut, Majelis Hakim lalu memutuskan memberikan PKPU 
sementara yang berlanjut menjadi PKPU tetap setelah dimohonkan oleh 
para Termohon PKPU itu sendiri. Para Termohon PKPU lalu mengajukan 
rencana perdamaian yang akhirnya disetujui 84% kreditor konkuren dan 
84% kreditor separatis yang kemudian disahkan oleh Majelis Hakim 
(homologasi). 
Perkara ini meskipun berujung pada homologasi, tetapi hal tersebut 
didasarkan pada asas kelangsungan usaha, bukan hanya sekedar 
kesepakatan dari para kreditor. Sebab meskipun Pemohon PKPU 
mendalilkan ketidakpercayaannya kepada para Termohon PKPU dalam 
hal pelunasan utang, namun setelah diberikan skema penyelesaian dalam 
rencana perdamaian yang juga akan diurus oleh Tim Pengurus dan Hakim 
Pengawas, Pemohon PKPU akhirnya masih memberikan kesempatan 
kepada para Termohon PKPU untuk melunasi utangnya melalui rencana 





hal yang reasonable  jika putusan Majelis Hakim jatuh pada pilihan untuk 
melaksanakan rencana perdamaian, sebab jika tidak, usaha dan aset 
yang dicantumkan dalam rencana perdamaian akan menjadi sia-sia dan 
tidak lagi dapat dikembangkan lebih besar. 
j. Putuan Perkara No. 15/PKPU/2013/PN. Niaga Medan 
Dalam perkara ini yang bertindak sebagai Kreditor sekailgus Pemohon 
PKPU ialah Shanti Fabiola (Pemohon PKPU I), Sisda Warsono (Pemohon 
PKPU II), Etty Widjihastuti (Pemohon PKPU III), Sutarno (Pemohon PKPU 
IV), para termohon PKPU tersebut mengajukan permohonan PKPU 
terhadap Alfonso Sujoto selaku debitor (Termohon PKPU I) dan Fahmi 
Yusuf (Termohon PKPU II). Perkara utang piutang antara para pihak 
timbul dari hubungan hukum yang terjadi ketika para Pemohon PKPU 
menginvestasikan uang mereka kepada para Termohon PKPU. Dalam 
perjanjian kerjasama tersebut, para Pemohon PKPU selaku investor 
sedangkan para Termohon PKPU selaku Tim Manajemen (penerima 
uang) yang berkewajiban mengembalikan uang para Termohon PKPU 
100% jika dalam 60 hari tidak ada keuntungan dari program aplikasi 
trading  investasi yang dilakukan. Adapun rincian dana investasinya 
masing-masing, Pemohon PKPU I Rp. 200.000.000,- Pemohon PKPU II 
Rp. 52.000.000,- Pemohon PKPU III Rp. 168.430.000,- dan Pemohon 
PKPU IV sebesar USD. 100.001. karena sejumlah uang tersebut belum 
dibayarkan, maka para Pemohon PKPU mendalilkan haknya untuk 





UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang. 
Terhadap tuntutan para Pemohon PKPU tersebut, para Termohon 
PKPU mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara mereka 
bukanlah utang piutang, melainkan hubungan bisnis investasi dengan 
model trading mata uang asing (foreign exchange). Menurut para 
Termohon PKPU investasi adalah suatu wahana untuk pencarian 
keuntungan, dengan tetap memperhatikan adanya ketidakpastian di 
dalamnya, termasuk juga pembayaran kembali terhadap investasi itu 
sebagai bentuk keuntungan dan resiko kerugian. Para Termohon PKPU 
juga membuktikan bahwa dalam Pasal 6 Perjanjian Investasi yang 
ditandatangani para pihak ditetapkan bahwa, “dengan menandatangani 
aplikasi ini nasabah telah memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan 
dan syarat-syarat serta resiko-resiko investasi ini”. Berdasarkan hal 
tersebut Majelis Hakim PN Niaga Medan pun berpendapat bahwa baik 
keuntungan maupun resiko kerugian yang mungkin terjadi akan menjadi 
tanggung jawab bersama antara nasabah (pemberi uang/investor) dan 
para penerima uang. Atas dasar tersebut di atas permohonan PKPU dari 
para Pemohon PKPU pun ditolak. Pada perkara ini, yang menjadi 
permasalahan utama ialah perjanjian kerjasama investasi yang dianggap 
sebagai utang-piutang sehingga diajukan permohonan PKPU. Meskipun 
Majelis Hakim tidak membahas masalah pengujian solvabilitas untuk 





Pengujian solvabilitas hanya dapat dilakukan jika telah terbukti adanya 
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan dalam perkara 
ini unsur adanya utang tersebut tidak terbukti. 
Berdasarkan putusan-putusan di atas, tidak satupun dari putusan 
tersebut yang dalam persidangannya menggunakan uji solvabilitas dalam 
penyelesaian perkaranya. Hakim-Hakim Niaga umumnya konsekuen 
dengan ketentuan Pasal 225 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal permohonan PKPU diajukan 
oleh debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan 
kewajiban pembayaran utang sementara. Dalam hal permohonan diajukan 
oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari 
sejak tanggal didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan 
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. 
Akibat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang 
sementara adalah perusahaan debitor tetap menjalankan kegiatan 
usahanya. Debitor dapat segera mengajukan rencana perdamaian dan 
merestrukturisasi utang. Rencana perdamaian ini akan menentukan dapat 
tidaknya debitor memperoleh penundaan secara tetap. Dalam konteks ini, 
perjanjian perdamaian harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena 
suatu perjanjian perdamaian yang dihomologasi oleh Pengadilan Niaga 





Permohonan penundaan pembayaran dilakukan oleh debitor 
dengan tujuan debitor diberikan waktu (tempo) oleh Pengadilan Niaga 
untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para 
kreditor. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitor dalam surat 
permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga harus 
menyertakan daftar pertelaan utang-utang serta nama-nama si berpiutang 
beserta surat-surat bukti secukupnya. 
Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus 
sinkron (sesuai) dengan apa yang dimohon, yaitu berupa penundaan 
pembayaran. Jadi, alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh 
debitor harus mendukung positumnya. Guna memberikan gambaran atas 
alasan-alasan debitor dalam permohonan PKPU yang diajukan telah 
diteliti beberapa kasus sebagaimana diuraikan di atas. Alasan-alasan 
pihak debitor dalam pengajuan PKPU tersebut antara lain berisi hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Bahwa PKPU tersebut diajukan oleh debitor yang pada umumnya 
pengusaha dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas 
permohonan pailit yang diajukan para kreditornya. Jadi sebagai 
"perlawanan" terhadap permohonan kepailitan.  
2. Pemohon-pemohon PKPU mengakui adanya utang terhadap 
kreditornya. Hanya jumlahnya masih dipermasalahkan. Sebagai 
pemohon membenarkan jumlah utangnya tetapi sebagai lainnya 





3. Bahwa Pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran 
utang- utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun 
demikian pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang 
ditawarkan pada seluruh kreditor konkuren.Debitor masih tetap ada 
bila dilihat dari aset- aset yang dipunyai.  
4. Bahwa Pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran 
utang- utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh 
sebab usaha pemohon sedang berjalan tidak baik. Pemohon PKPU 
mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah 
mengalami depresi. Juga dikemukakan adanya tenaga kerja yang 
bekerja pada perusahaan pemohon, bila tenaga kerja harus di PHK 
maka semamkin banyak pengangguran dan dampaknya menjadi 
beban perekonomian negara.  
5. Para Pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa 
adanya kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan 
tanggung waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberi 
penundaan, pemohon akan segera mengajukan proposal 
perdamaian.  
Dari permohonan-permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) yang diajukan debitor, secara formil telah memenuhi syarat 
yang ditentukan undang-undang dan hal tersebut layak untuk 
dipertimbangkan. Umumnya pemohon (debitor) belum mengajukan 





(PKPU) kepada kreditor konkuren, namun hal tersebut masih dapat 
diajukan pemohon dalam waktu selama penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara. Hukum Kepailitan harus dapat 
membedakan, antara perusahaan yang harus diliquidasi dan yang harus 
di reorganisasi Jika utang tidak terlalu besar dan terdapat prospek 
arahnya tidak liquidasi, tetapi terdapat alternatif penyelamatan. 
Sedangkan jika utang terlalu besar dan prospek bisnisnya tidak lagi cerah, 























Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan: 
1. Urgensi penerapan uji solvabilitas dalam perkara kepailitan 
yaitu untuk mengetahui debitor mana yang masih sanggup dan 
tidak membayar utangnya dan debitor mana yang memiliki 
itikad baik untuk membayar utangnya atau untuk membedakan 
debitor mana yang tidak mampu dan debitor mana yang tidak 
mau membayar utangnya. Pengujian solvabilitas dapat menilai 
aset dan keuntungan yang akan datang dari debitor, sehingga 
uji solvabilitas penting untuk menghindarkan debitor yang 
memiliki potensi membayar utang dari putusan pailit. Uji 
solvabilitas juga penting guna menghindarkan debitor dari 
kreditor yang beritikad tidak baik yang memanfaatkan putusan 
pailit untuk  menguasai aset tertentu dari debitor. 
2. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan 
masih hanya didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 37 
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, penerapan uji solvabilitas sebagai bentuk 
asas kelangsungan usaha belum diterapkan dalam 
persidangan di pengadilan niaga. Asas kelangsungan usaha 





terhadap debitor dan kreditor. Namun syarat dari pemberian 
PKPU itu sendiri tidak mencantumkan adanya uji solvabilitas. 
B. Saran  
Adapun saran penulis yaitu: 
1. Perlu adanya kesadaran hukum mengenai urgensi penerapan 
uji solvabilitas sebagai bentuk asas kelangsungan usaha dalam 
penyelesaian perkara kepailitan. Meskipun belum diatur dalam 
ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
PKPU, namun hakim dapat menggunakan ketentuan Pasal 5 
ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
dan Pasal 8 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 
dan PKPU. 
2. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait asas 
kelangsungan usaha, hal ini guna mengembangkan mekanisme 
kepailitan dan PKPU sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh 
debitor atau kreditor yang beritikad tidak baik dan dapat 
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